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PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 62 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 81 
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang   : a. bahwa dengan adanya usulan pergeseran anggaran antar 

obyek belanja dalam jenis belanja pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 
dan dalam rangka memberikan insentif dan santunan 

kematian tenaga kesehatan daerah yang menangani Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-2019) serta untuk mendukung 
pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) seleksi Calon 

Pegawai Negeri Sipil Formasi 2019 yang dibiayai dengan 

pendanaan Keadaan Darurat Untuk Keperluan Mendesak 
melalui penjadwalan ulang capaian target kinerja program 

dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan 

menggunakan belanja tidak terduga, dengan mendahului 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020, maka berdasarkan 

ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan 
Keadaan Darurat Untuk Keperluan Mendesak dalam rangka 

Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Tenaga 

Kesehatan Daerah yang menangani Corona Virus Disease-
2019  dan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Seleksi 

Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 Pemerintah 

Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati 

Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dipandang sudah tidak 
sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan 
perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Kendal 

SALINAN 
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Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;   

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355);                 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
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Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6041); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang 

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6385); 

25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial yang bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 

tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 902); 

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 

tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana 

Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 
2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 250); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi 

Ancaman Yang Membahayakan Perkonomian Nasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2007 Nomor 11 Seri A No.7 Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 
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Seri E No.2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Nomor 31); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal 
Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2010 Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 55); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); 

39. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor  8  Tahun  

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1); 

40. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor  9  Tahun  

2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 170); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun  2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2019 Nomor 7); 

42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 

2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati 
Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 55); 

43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan Darurat 

Untuk Keperluan Mendesak Pemerintah Kabupaten Kendal 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2020 Nomor 29); 

44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan Darurat 

Untuk Keperluan Mendesak dalam rangka Pencegahan 

Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 melalui Refocusing Kegiatan dan Perubahan 
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2020 Nomor 33); 

45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan Darurat 
Untuk Keperluan Mendesak dalam rangka Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 serta Pengamanan Daya Beli 

Masyarakat dan Perekonomian Nasional Melalui Penyesuaian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal 
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Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2020 Nomor 44); 

46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan Darurat 
Untuk Keperluan Mendesak dalam rangka Penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020, 

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2020, Pelaksanaan 
Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019, dan Pemenuhan 

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 

2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 
54); 

47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan Darurat 

Untuk Keperluan Mendesak dalam rangka Pemberian Insentif 

dan Santunan Kematian Tenaga Kesehatan Daerah yang 

menangani Corona Virus Disease-2019  dan Pelaksanaan 
Seleksi Kompetensi Bidang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 

Formasi Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2020 Nomor 59); 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS 

PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 81 TAHUN 2019 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 82) yang telah beberapa 
kali diubah dengan Peraturan Bupati Kendal : 

a. Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 

15); 

b. Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 

Nomor 22); 

c. Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 

Nomor 30); 

d. Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
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Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 

Nomor 34); 

e. Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas 

Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 

Nomor 45); 

f. Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas 

Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 

Nomor 45);  

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 terdiri atas : 

 

1. Pendapatan  

a. Pendapatan Asli Daerah   Rp     335.321.192.930,00   

b. Dana Perimbangan   Rp  1.249.890.729.019,00 

c. Lain pendapatan yang sah    Rp     530.705.655.000,00 

  Jumlah Pendapatan   Rp  2.115.917.576.949,00 

 
 

2. Belanja   

a. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai     Rp  1.005.141.548.802,00 

2. Belanja Bunga      Rp                       0,00 

3. Belanja Subsidi     Rp                       0,00 

4. Belanja Hibah     Rp      90.597.100.575,00 

5. Belanja Bantuan Sosial     Rp        0,00 

6. Belanja Bagi Hasil               Rp       14.976.918.783,00 

7. Belanja Bantuan Keuangan Rp  377.122.033.100,00 

8. Belanja Tidak Terduga      Rp      89.041.194.096,00 

Jumlah      Rp 1.576.878.795.356,00 

 

b. Belanja Langsung     

1. Belanja Pegawai      Rp      85.791.050.900,00 

2. Belanja Barang dan Jasa     Rp     448.676.385.145,00 

3. Belanja Modal      Rp     85.765.024.079,00 

 Jumlah         Rp 620.232.460.124,00 

 Jumlah Belanja Daerah       Rp 2.197.111.255.480,00 

Defisit      (Rp.   81.193.678.531,00) 

 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan     Rp.  84.193.678.531,00 

b. Pengeluaran      Rp.   3.000.000.000,00(-) 

 Jumlah Pembiayaan Netto     Rp.  81.193.678.531,00 
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Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp.0,00 
 

2. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

3. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

4. Ketentuan Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan, untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Kendal, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 
Kendal, Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, Kecamatan 

Patean, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Kendal, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan 

Kabupaten Kendal, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan 
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten 

Kendal dalam Lampiran III diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

5. Lampiran IIIa diubah sehingga menjadi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IIIa yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

 

Ditetapkan di Kendal 
Pada tanggal 5 Agustus 2020  

 

BUPATI KENDAL, 
 

cap ttd 
 

MIRNA ANNISA     
 

Diundangkan di  Kendal           
Pada tanggal 5 Agustus 2020 
 

 

SEKRETARIS DAERAH   

KABUPATEN KENDAL, 
 

cap ttd 
 

 

MOH. TOHA 

                 
 

          

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 62 


